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MARCE SILE PALETE (B 111 07 963), Implementasi Pembinaan 
Narapidana Dalam Tahap Asimilasi Di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros, penulisan skripsi ini dibawah bimbingan Slamet 
Sampurno sebagai Pembimbing I dan Nur Azisa sebagai Pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi 
Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros, serta untuk mengetahui kendala dalam 
pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros. 
Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Maros, penulis mengambil data yang dibutuhkan dari petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros, wawancara pada beberapa petugas 
Lapas Klas II A Maros serta berbagai kepustakaan yaitu literatur, 
dokumen-dokumen, buku-buku, dan peraturan perundang-undangan yang 
relevan dengan masalah tersebut. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan asimilasi bagi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros seluruhnya 
dilaksanakan di lingkungan Lapas. Faktor yang menghambat pelaksanaan 
asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros antara lain 
masyarakat sulit menerima kehadiran narapidana di lingkungannya, 
lamanya pengurusan berkas untuk memperoleh izin asimilasi, kurangnya 
dana untuk menyediakan sarana dan prasarana kerja dan belum adanya 
kerjasama antara pihak Lapas dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan 
asimilasi kerja narapidana. 
Adapun saran dari Penulis yaitu: 1). Perlunya perhatian petugas 
Lapas dalam pengurusan berkas izin asimilasi agar hasilnya efisien tidak 
banyak waktu yang terbuang sehingga tidak merugikan narapidana. 2). 
Harus diadakan sosialisasi kepada masyarakat sehingga dapat merubah 
stigma negatif terhadap narapidana 3). Perlunya pelatihan dan pendidikan 
dalam upaya peningkatan kwalitas petugas Lembaga Pemasyarakatan 
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A. Latar Belakang Masalah 
Pelaksanaan hak dan kewajiban sering kali dapat menimbulkan 
perselisihan. Menggunakan hak secara berlebihan dengan tdak diimbangi 
oleh pelaksanaan kewajiban yang baik dapat membawa kerugian bahkan 
dapat menimbulkan tindak pidana baik pada orang lain, masyarakat 
maupun pada negara. Sehingga untuk memulihkan hukum maka harus 
diberikan ancaman sanksi yang berupa penghukuman badan maupun 
denda. 
Indonesia sebagai negara hukum menghendaki agar hukum 
ditegakkan, artinya hukum harus dihormati dan ditaati oleh siapapun juga 
tanpa terkecuali baik oleh masyarakat maupun penguasa negara, segala 
perbuatan harus didasarkan pada hukum. 
Menurut Ahmad Ali (2008:51), hukum senantiasa memihak pada 
suatu nilai tertentu. Secara sloganistis memang senantiasa 
dikumandangkan prinsip-prinsip ketidakberpihakan hukum,namun di 
dalam kenyataannya sebagai salah satu fenomena sosial hal tersebut 
akan sulit dilaksanakan oleh hukum. Bagaimanapun hukum itu tidak jatuh 
begitu saja dari langit. Hukum merupakan hasil olahan berbagai 
kepentingan di dalam masyarakat. 
Negara hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan 
keamanan, keadilan dan kesejahteraan di dalam kehidupan 
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bermasyarakat dan bernegara. Di dalam wilayah negara hukum Indonesia, 
perlindungan terhadap hak asasi manusia dijamin dengan diiringi juga 
kewajiban asasinya, setiap warga negara mempunyai kewajiban dan 
kedudukan yang sama dan wajib menjunjung tinggi hukum. Hal ini jelas 
ditegaskan pada Pasal 27 ayat (1)  UUD Negara RI Tahun 1945: 
Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan 
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 
 
Hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak 
manusia itu dilahirkan.Hak asasi dapat dirumuskan sebagai hak yang 
melekat dengan kodrat kita sebagai manusia yang bila tidak ada hak 
tersebut, mustahil kita hidup sebagai manusia. Hak ini dimiliki manusia 
semata-mata karena ia manusia, bukan karena pemberian masyarakat 
atau negara. Oleh karena itu, hak asasi manusia itu tidak tergantung dari 
pengakuan manusia lain, masyarakat lain atau negara lain. Hak asasi 
diperoleh manusia dari Penciptanya dan merupakan hak yang tidak dapat 
diabaikan. 
Pada setiap hak melekat kewajiban.Oleh karena itu, selain ada hak 
asasi manusia, ada juga kewajiban asasi manusia yaitu kewajiban yang 
harus dilakukan demi terlaksana atau tegaknya Hak Asasi Manusia 
(HAM). Dalam menggunakan hak asasi manusia, kita wajib untuk 
memperhatikan, menghormati dan menghargai hak asasi yang juga 
dimiliki orang lain. 
Suatu aturan hukum hanya mempunyai arti dan bermanfaat apabila 
dipatuhi dan suatu aturan hukum hanya akan dipatuhi apabila mempunyai 
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sanksi terhadap pelanggaran aturan itu. Sanksi hukum merupakan hal 
yang tidak diinginkan oleh setiap individu anggota masyarakat. 
Menurut Muladi (2004:81), salah satu  tujuan pemidanaan terhadap 
pelaku tindak pidana adalah mencegah atau menghalangi pelaku tindak 
pidana tersebut dan juga orang-orang lain yang mungkin mempunyai 
maksud untuk melakukan kejahatan-kejahatan semacam dan karenanya 
mencegah kejahatan lebih lanjut. Pencegahan ini mempunyai aspek 
ganda yakni yang bersifat individual dan yang bersifar umum. 
Berbagai macam tujuan penghukuman dikemukakan oleh para ahli 
yang masih diwarnai oleh sistem penjara, dimana hukum dilaksanakan 
dengan maksud ingin membalas dendam terhadap pelaku kejahatan atau 
membuatnya jera dan yang lebih tidak manusiawi lagi dimana tujuan 
pemidanaan itu adalah untuk menyengsarakan narapidana.Hal tersebut 
berangsur-angsur dipandang sebagai sistem yang tidak sejalan dengan 
konsep rehabilitasi dan reintergrasi sosial agar narapidana menyadari 
kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan 
kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri 
sendiri, keluarga dan lingkungannya. 
Dengan adanya pemikiran modern tentang tujuan pemidanaan ini, 
pemerintah merumuskan suatu program untuk narapidana agar tetap 
dapat bersosialisasi dengan kehidupan diluar tembok penjara.Program ini 
disebut dengan asimilasi, yang dari terminologi katanya dapat diartikan 
sebagai pembauran.Program asimilasi ini secara tertulis dituangkan dalam 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
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sedangkan untuk peraturan pelaksananya dan peraturan teknis terdapat 
dalam beberapa Peraturan Pemerintah dan Surat Edaran Menteri terkait. 
Pada kenyataannya banyak sekali narapidana yang tidak 
mengetahui atau memahami keberadaannya di Lembaga 
Pemasyarakatan itu sendiri untuk apa, apakah menebus kesalahannya 
ataukah untuk perbaikan dirinya sendiri dan apa sajakah hak-hak yang 
dapat diterimanya selama menjalani masa pidana penjaranya, juga 
prosedur dan prasyarat pemenuhan hak yang dirasakan rumit sehingga 
narapidana sendiri merasakan keengganan untuk meminta hak-haknya 
dan akhirnya dapat menimbulkan perasaan terkucilkan dan tersingkirkan 
dari kehidupan di masyarakat luar secara normal. 
Perihal asimilasi ini sendiri tidak banyak dibahas dalam dunia 
akademis maupun secara umum di masyarakat, sehingga tak jarang 
banyak pihak yang tidak mengetahui apa itu asimilasi dan bagaimana 
asimilasi itu. 
Berdasarkan uraian diatas penulis ingin menuangkan dalam bentuk 
skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PEMBINAAN NARAPIDANA 
DALAM TAHAP ASIMILASI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS 











B. Rumusan Masalah 
Berdasar dari latar belakang yang penulis utarakan diatas, maka 
penulis merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana dalam 
tahap asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros? 
2.  Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan asimilasi 
narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros? 
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala 
yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan dari masalah yang penulis rumuskan di atas, maka 
yang menjadi tujuan dalam usulan pembuatan skripsi ini adalah: 
1. Tujuan Umum 
Tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah: 
a. Dalam rangka melengkapi sebahagian persyaratan 
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Falkutas Hukum 
Universitas Hasanuddin sesuai dengan program kekhususan 
yang telah penulis tekuni selama ini yaitu Hukum Pidana. 
b. Untuk menambah dan mengembangkan wawasan berpikir serta 
pengetahuan penulis secara sistematis dan ilmiah berdasarkan 
ilmu yang diterima selama kuliah di Falkutas Hukum Universitas 
Hasanuddin. 
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c. Untuk menambah dan memperluas pengetahuan penulis yang 
berkaitan dengan pembinaan narapidana di lembaga 
pemasyarakatan. 
2. Tujuan Khusus 
Disamping tujuan umum di atas, penulis juga memiliki tujuan 
khusus dalam penelitian ini, yakni: 
a. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan pembinaan 
narapidana dalam tahap asimilasi Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros. 
b. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pelaksanaan 
asimilasi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Maros. 
c. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk 
mengatasi kendala yang muncul dalam pelaksanaan asimilasi 
di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dari penelitian dan penulisan 
skripsi ini adalah : 
a. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan 
pemahaman penulis mengenai asimilasi narapidana. 
b. Memberikan bahan masukan bagi masyarakat pada umumnya 
sehingga dapat mengetahui, menyadari, dan ikut membantu 
narapidana agar nantinya setelah keluar dari lembaga 
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pemasyarakatan menjadi orang yang baik karena tidak 
dikucilkan dan tidak melakukan pelanggaran hukum lagi. 
c. Bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum pidana 
diharapkan agardapat lebih memperhatikan masalah 
pemidanaan dalam artian cara penanganan para tahanan dan 
narapidana, jangan hanya lebih bersifat memfokuskan diri 
terhadap proses formil beracara dalam penanganan sebuah 







A. Pidana dan Pemidanaan 
Di kalangan ahli hukum, istilah “pidana” sering diartikan sama 
dengan istilah “hukuman”; Demikian pula istilah “pemidanaan” diartikan 
sama dengan “penghukuman”. 
Menurut van Hamel (Lamintang, 2010:33) bahwa: 
Arti dari pidana itu adalah suatu penderitaan bersifat khusus, yang 
telah dijatuhkan kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan 
pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari 
ketertiban umumbagi seorang pelanggar, yakni semata-mata 
karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum 
yang harus ditegakkan oleh Negara. 
 
Sedangkan menurut Simons (Lamintang, 2010:34): 
Pidana adalah suatu penderitaan yang oleh undang-undang pidana 
telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang 
dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang 
yang bersalah. 
 
Algra-Janssen (Lamintang, 2010:34) memberikan pengertian 
pidana sebagai berikut: 
Pidana atau straf sebagai alat yang dipergunakan oleh penguasa 
(hakim) untuk memperingatkan mereka yang telah melakukan 
suatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan.Reaksi dari penguasa 
tersebut telah mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang 
seharusnya dinikmati terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta 
kekayaan, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak 
pidana. 
 
Dari berbagai rumusan mengenai pidana tersebut di atas, dapat 
diketahui  bahwa pidana itu sebenarnya hanya merupakan suatu 
penderitaan. Pemidanaan biasa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi 
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dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” 
pada umumnya diartikan sebagai hukuman, sedangkan “pemidanaan” 
diartikan sebagai penghukuman. 
Menurut Wirjono Prodjodikoro bahwa istilah hukum pidana itu 
dipergunakan sejak pendudukan Jepang di Indonesia untuk pengertian 
strafrecht dari Bahasa Belanda, dan untuk membedakannya dari istilah 
hukum perdata untuk pengertian burgerlijkrecht atau privaatrecht dari 
Bahasa Belanda. 
Menurut Simons (Amir Ilyas, 2012: 5), hukum pidana itu dapat 
dibagi menjadi hukum  pidana dalam arti objektif atau strafrechtin objective 
zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjective zin. 
Hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang 
berlaku, atau juga disebut sebagai hukum positif atau ius ponale.Hukum 
Pidana dalam arti subjektif tersebut, oleh Simons (Amir Ilyas, 2012: 5) 
telah dirumuskan sebagai: 
Keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, 
yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat 
hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaan 
yang bersifat khusus berupa suatu hukuman, dan keseluruhan dari 
peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum 
itu telah diatur serta keseluruhan dari peaturan-peraturan yang 
mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya 
itu sendiri. 
Hukum Pidana dalam arti objektif itu mempunyai dua pengertian, 
yaitu: 
a. Hak dari negara dan alat-alat kekuasaannya untuk menghukum, 
yakni hak yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang 
telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif; 
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b. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap 
peraturan-peraturan dengan hukum. 
Hukum pidana dalam arti subjektif di dalam pengertian seperti yang 
disebut terakhir di atas, juga disebut sebagai ius puniendi. 
Pemidanaan bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan 
juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana.Kata “pidana” pada 
umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan 
sebagai penghukuman. 
Pemidanaan sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, 
dapat dibenarkan secara normal bukan terutama karena pemidanaan itu 
mengandung konsekuesi-konsekuensi positif bagi si terpidana, korban 
dan juga masyarakat.Karena itu teori ini disebut juga teori 
konsekuensialisme. Karena dijatuhkan bukan karena telah berbuat jahat 
tetapi agar pelaku kejahatan tidak lagi berbuat jahat dan orang lain takut 
melakukan kejahatan serupa.(Amir Ilyas, 2012 : 95) 
Dalam KUHP penjatuhan pidana pokok hanya boleh satu macam 
saja dari tindak pidana yang dilakukan, yaitu salah satu pidana pokok 
yang diancamkan secara alternatif pada pasal tindak pidana 
bersangkutan.Untuk tindak pidana pokok masih dapat satu atau lebih 
pidana tambahan seperti termasuk dalam Pasal 10b, dikatakan dapat 
berarti penambahan pidana tersebut adalah fakultatif.Jadi pada dasarnya 
dalam sistem KUHP ini tidak diperbolehkan dijatuhi pidana tambahan 
mandiri tanpa penjatuhan pidana pokok, kecuali dalam Pasal 39 ayat (30) 
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(pendidikan paksa) dan Pasal 40 (pengembalian anak yang belum 
dewasa tersebut pada orangtuanya). 
Mengenai maksimum pidana penjara dalam KUHP adalah lima 
belas tahun dan hanya boleh dilewati menjadi dua puluh tahun, 
sedangkan minimum pidana penjara teratas adalah satu hari 
sebagaimana diatur dalam Pasal 12 KUHP. Sedangkan mengenai 
maksimum pidana kurungan adalah satu tahun dan hanya boleh dilewati 
menjadi satu tahun empat bulan, dalam hal ada pemberatan pidana 
karena pengulangan, perbarengan, atau karena ketentuan Pasal 52-
52a.Adapun minimum pidana kurungan adalah satu hari sebagaimana 
yang diatur dalam Pasal 18 KUHP.(Amir Ilyas, 2012 : 97). 
Ada beberapa teori-teori yang telah dirumuskan oleh para ahli 
untuk menjelaskan secara mendetail mengenai pemidanaan dan tujuan 
sebenarnya untuk apa pemidanaan itu dijatuhkan.menurut Adami Chazawi 
(2002:153)  teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam 3 golongan 
besar, yaitu: 
1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan(vergeldings theorien) 
Aliran ini yang menganggap sebagai dasar dari hukum pidana 
adalah alam pikiran untuk pembalasan (vergelding atau vergeltung).Teori 
ini dikenal pada akhir abad 18 yang mempunyai pengikut-pengikut seperti 
Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl, dan Leo polka. 
Menurut Kant (Amir Ilyas, 2012 : 98) mengemukakan bahwa 
pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat 
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mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat 
yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan: 
Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan 
yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau 
wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan 
melaksanakan hukum dengan cara setiap pelanggaran terhadap 
hukum wajib dibalas sampai setimpal dengan pidana terhadap 
pelanggarannya. 
 
Lebih lanjut Hegel (Amir Ilyas, 2012 : 98) berpendapat: 
Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan (sebagai 
these). Jika seseorang melakukan kejahatan atau penyerangan 
terhadap keadilan, berarti ia mengingkari kenyataan adanya 
hukum (anti these), oleh karena itu harus diikuti oleh suatu pidana 
berupa ketidakadilan bagi pelakunya (synthese) atau 
mengembalikan suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum 
(these). 
 
Pendapat lain dikemukakan oleh Herbart (Amir Ilyas, 2012: 99) 
bahwa: 
Apabila kejahatan tidak dibalas maka akan menimbulkan 
ketidakpuasan terhadap masyarakat. Agar kepuasan masyarakat 
dapat dicapai atau dipulihkan, maka dari sudut aethesthica harus 
dibalas dengan penjatuhan pidana yang setimpal pada penjahat 
pelakunya. 
 
2. Teori Relatif atau Teori Tujuan (Doen Theorien) 
Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 
pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 
masyarakat.Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 
menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. 
Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan, 
dengan tujuan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.Ditinjau dari 
sudut pertahanan masyarakat itu tadi, pidana merupakan suatu yang 
terpaksa perlu (noodzakelijk) diadakan. 
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3. Teori Gabungan (Vernegins Theorien). 
Teori gabungan ini mendasarkan pidana pada asas pembalasan 
dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan 
itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana. 
 
B. Pengertian dan Hak-Hak Narapidana 
Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Pustaka Setia, 2002) 
memberikan arti bahwa: Narapidana adalah terhukum, orang terhukum 
atau orang tahanan. 
Dalam konsep pemasyarakatan baru, narapidana bukan saja 
sebagai objek melainkan juga sebagai subjek yang tidak berbeda dengan 
manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan atau 
kekhilafan yang dapat  dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas 
atau diperlakukan tidak manusiawi. Bagaimanapun juga, narapidana 
adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk 
menjadi lebih produktif, dan untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjadi 
narapidana. 
Berdasarkan pasal 1 ayat (7) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 
tentang Pemasyarakatan, Narapidana adalah terpidana yang menjalani 
pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Menurut pasal 
1 ayat (6) Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, 
terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
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Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa narapidana 
adalah orang atau terpidana yang sedang menjalani masa hukumannya di 
Lembaga Pemasyarakatan dimana sebagian kemerdekaannya hilang. 
Narapidana dalam status hukumnya merupakan seseorang yang 
bersalah (jahat) atas perbuatan yang dilakukannya yang mengakibatkan 
hilang kemerdekaannya. Kesalahan masa lalu narapidana janganlah 
menjadikan masyarakat sekitar member cap (stigma) jahat kepada dirinya, 
karena itu mereka tidak boleh kehilangan kontak dengan masyarakat agar 
merasa sama dengan masyarakatan tidak mengalami rasa malu atau 
merasa rendah diri dalam bergaul nantinya selepas menjalani masa 
pidana. 
Narapidana yang menjalani masa hukuman di Lembaga 
Pemasyarakatan seringkali dianggap tidak mempunyai hak 
apapun.Mereka sering kali diperlakukan secara tidak manusiawi karena 
mereka dianggap telah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan 
sehingga perbuatan mereka harus dibalas di dalam Lapas. Hal tersebut 
sering terjadi sebelum masa lahirnya Undang-Undang No.12 Tahun 1995 
dimana narapidana saat ini diperlakukan secara manusiawi seperti yang 
tersirat dalam pasal 5 Undang-Undang No.12 Tahun 1995 disebutkan 
bahwa dalam pembinaan Narapidana diberlakukan asas persamaan 
perlakuan dan pelayanan. 
Hak  narapidana pada umumnya adalah untuk tidak diperlakukan 
seperti orang sakit yang diasingkan, tetapi narapidana juga berhak atas 
pendidikan sebagai bekal hidup mereka setelah keluar dari Lembaga 
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Pemasyarakatan. Narapidana memiliki hak asasi manusia yang harus 
dipertahankan selama ia tinggal di Lembaga Pemasyarakatan seperti 
yang telah diatur dalam undang-undang. Lembaga pemasyarakatan 
memiliki kewajiban untuk melayani kesejahteraan narapidana.Narapidana 
adalah merupakan tanggung jawab lembaga pemasyarakatan. 
Petugas Lapas harus memimpin untuk menciptakan lingkungan 
yang menghormati hak asasi manusia. Warga binaan pemasyarakatan 
juga diharuskan untuk menghormati hak asasi manusia diantara para 
warga binaan pemasyarakatan dan petugas lain. Tidak hanya itu, 
manajemen Lapas juga harus mendukung penghormatan hak asasi 
narapidana dan para petugas. 
Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 12 
Tahun 1995 yang selanjutnya djelaskan dalam Peraturan Pemerintah No. 
32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga 
Binaan Pemasyarakatan yang menyebutkan narapidana berhak untuk: 
1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau 
kepercayaannya; 
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun 
jasmani; 
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran; 
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang 
layak; 
5. Menyampaikan keluhan; 
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6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media 
massa lainnya yang tidak dilarang; 
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang 
dilakukan; 
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum atau orang 
tertentu lainnya; 
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti 
mengunjungi keluarga; 
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat; dan 
12. Mendapatkan hak-hak tertentu lain sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
 
C. Perkembangan Sistem Pemasyarakatan Sebagai Pengganti 
Sistem Kepenjaraan di Indonesia 
Secara filosofis pemasyarakatan adalah sistem pemidanaan yang 
sudah jauh bergerak meninggalkan filosofis retributif (pembalasan), 
deterrence (penjeraan), dan resosialisasi. Dengan kata lain pemidanaan 
tidak bertujuan untuk membuat jera dengan penderitaan, juga tidak 
mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya. 
Menurut Barda Nawawi Arief (2010:115), pengertian sistem 
pemidanaan dapat mencakup pengertian yang sangat luas. L.H.C. 
Hulsman pernah mengemukakan, bahwa sistem pemidanaan (the 
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sentencing system) adalah: Aturan perundang-undangan yang 
berhubungan dengan sanksi pidana dan pemidanaan. 
Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu 
proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah 
dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan 
perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu 
ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret, sehingga seseorang 
dijatuhi (hukum pidana). Ini berarti semua peraturan perundang-undangan 
mengenai Hukum Pidana Substantif.Hukum Pidana Formal dan Hukum 
Pelaksanaan Pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system 
pemidanaan. 
O.C. Kaligis (2006:04) berpendapat bahwa setiap Negara memiliki 
ciri khas Sistem Peradilan Pidana. Mardjono Reksodipoetro memberikan 
pengertian bahwa adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari 
lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan 
pemasyarakatan terpidana. Selanjutnya, dikatakan bahwa tujuan sistem 
peradilan pidana adalah: 
1. mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; 
2. menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga 
masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang 
bersalah telah dipidana; 
3. mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan 
tidak mengulangi lagi kejahatannya.  
 
Pada masa lalu, pendekatan upaya pengendalian kejahatan 
dilakukan dengan cara memberikan hukuman/sanksi atas kejahatan 
tersebut. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki sejarah 
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panjang yang dimulai dari martabat alamiah dan hak-hak kemanusiaan 
yang sama dan tidak dapat dicabut. Pengakuan martabat dan hak-hak 
tersebut merupakan dasar kemerdekaan, keadilan dan perdamaian 
dunia.Kita melihat HAM sebagai sesuai yang vital untuk menjaga 
kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling 
berharga, yaitu hak untuk menjadi manusia. 
Pemasyarakatan sejalan dengan filosofis reintegrasi sosial yang 
berasumsi kejahatan adalah konflik yang terjadi antara terpidana dengan 
masyarakat.Oleh karena itu, pemidanaan ditujukan untuk memulihkan 
konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakat 
(reintegrasi). 
Konsep tentang pelaksanaan pidana penjara di Indonesia telah 
mengalami perubahan yang sangat signifikan sejak dicetuskannya sistem 
pemasyarakatan oleh Saharjo (Menteri Kehakiman tahun 1959). Dalam 
pidatonya yang berjudul “Pohon Beringin Pengayoman”, dikemukakan 
konsep tentang pengakuan kepada narapidana sebagai berikut: 
 Di bawah pohon beringin pengayoman ditetapkan untuk menjadi 
penyuluh bagi petugas dalam memperlakukan narapidana, maka 
tujuan pidana penjara dirumuskan, disamping menimbulkan derita 
bagi terpidana karena dihilangkannya kemerdekaan bergerak, 
membimbing agar bertobat, mendidik supaya menjadi anggota 
masyarakat yang sosialis Indonesia yang berguna. 
 
Falsafah pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo pada 
tahun 1963 sebagaimana dikutip oleh Marlina (2011:100), diantaranya 
menyebutkan bahwa tujuan pidana penjara adalah disamping 
menimbulkan rasa derita pada narapidana karena kehilangan 
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kemerdekaan bergerak, membimbing narapidana agar bertobat, mendidik 
agar menjadi anggota masyarakat yang baik. Sistem pemasyarakatan 
yang kita terapkan di Indonesia terkandung suatu cita-cita 
besar.Pemasyarakatan diharapkan bukan saja mempermudah reintegrasi 
mereka dengan masyarakat, tetapi juga menjadikan narapidana warga 
masyarakat yang mendukung keterbatasan dan kebaikan dalam 
masyarakat mereka masing-masing dan menjadi manusia seutuhnya. 
 
D. Lembaga Pemasyarakatan 
Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) lahir dari suatu realitas yang 
kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Menurut R.A. Koesnan 
(1961:9) “berdasarkan asal-usul  (etimologi) kata penjara berasal dari kata 
penjoro (bahasa Jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat 
atau dibuat jera. 
Penjara dikenal di Indonesia melalui KUHP (Wetboek van 
Strafrecht) yang termuat dalam Pasal 14 yang rumusannya : “orang 
terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib menjalankan segala 
pekerjaan yang dibebankan kepadanyamenurut aturan yang diadakan 
pelaksanaan Pasal 29 KUHP” 
Pasal 29 (1) KUHP merumuskan sebagai berikut: 
Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana 
kurungan atau kedua-duanya, begitu juga hal mengatur dan 
mengurus tempat-tempat itu, hal membedakan orang terpidana 
dalam golongan-golongan, hal mengatur pemberian pengajaran, 
penyelenggaraan ibadah, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal 
makanan, dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-
undang sesuai dengan Kitab Undang-Undang ini. 
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Adi Sujatno (2003:13) mengemukakan: 
Sebelum Bangsa Indonesia mengenal istilah penjara, dikenal istilah 
bui atau baen (jawa), yaitu suatu tempat atau bangunan sebagai 
tempat penyekapan para tahanan, orang-orang hukuman, tempat 
menahan orang-orang yang disandera, penjudi, pemabuk, 
gelandangan dan penjahat-penjahat lain. 
 
Rumusan penjara Dalam Pasal 1 Reglemen Penjara Stbl.1971 
Nomor 708 adalah sebagai berikut: “Perkataan penjara dalam reglemen 
ini artinya sekalian rumah-rumah yang dipakai atau akan dipakai oleh 
negara untuk tempat tinggal oleh orang-orang terpenjara.” 
Uraian yang telah dijelaskan adalah perbandingan dari pengertian 
Lembaga Pemasyarakatan yang sekarang ini dianut di Indonesia yang 
dikenal sejak tahun 1964 dalam Konferensi Kepenjaraan di Lembang 
tanggal 27 April 1964. 
Suharjo Widiada Guna Karya (1988:44) menyatakan bahwa: 
Lembaga pemasyarakatan adalah pencetus gagasan konsepsi 
sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari 
gangguan kejahatan dan sekaligus pula mengayomi warga binaan 
itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga 
setelah menjalani masa pidananya ia akan menjadi anggota 
masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam pergaulan 
lingkungansosialnya secara wajar. 
 
Seiring dengan berjalannya waktu, struktur organisasi LAPAS 
berubah dengan berdasarkan pada Surat Keputusan  Menteri Kehakiman 
RI No.M.01-PR.07.03 Tahun 1985 dalam Pasal 4 (1) diklasifikasikan 
dalam 3 klas yaitu: 
a. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas I; 
b. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II A; dan 
c. Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Klas II B. 
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Klasifikasi tersebut didasarkan atas kapasitas, tempat kedudukan 
dan kegiatan kerja.Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen 
Hukum dan HAM RI adalah unit pelaksana teknis (UPT) Pemasyarakatan 
yang menampung, merawat dan membina narapidana. 
Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 
(Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, hal 57): 
- Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu 
penyelidikan atau melakukan suatu usaha. 
- Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan 
yang keseluruhannya di bawah pimpinan dan pemilikan 
Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan 
pertolongan bantuan atau tuntutan kepada hukuman/bekas 
tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak 
pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut 
terlibat, untuk kembali ke masyarakat. 
 
Dapat disimpulkan bahwa LAPAS adalah salah satu unit pelaksana 
teknis (UPT) di bidang pemasyarakatan yang diberi tanggung jawab dalam 
menampung, membina, merawat dan mendidik pelanggar-pelanggar 
hukum (warga binaan) menjadi warga masyarakat yang baikdan taat 
hukum setelah membaur dengan masyarakat umum. 
Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, maka secara resmi 
Lembaga Pemasyarakatan atau LAPAS adalah tempat untuk 
melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik Pemasyarakatan. 
 
E. Pola Pembinaan Dalam Sistem Pemasyarakatan 
Konsepsi pemasyarakatan yang dicetuskan oleh Sahardjo telah 
menjadi tolak ukur dalam terapan penuangan kebijakan. Pengalihan 
konsep penjara menjadi pemasyarakatan adalah upaya yang patut untuk 
dihargai, walaupun sebenarnya konteks ini telah digabungkan sebelumnya 
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sekitar 30 tahun yang lalu sebagaimana dituliskan oleh Suryobroto 
(1986:61) yang dikutip oleh Marini Mansyur (2011:21) menyatakan bahwa: 
Pembangunan istilah pemasyarakatan sebenarnya sudah ada 
sejak tahun 1962, yakni ketika Sahardjo sebagai Menteri 
Kehakiman Republik Indonesia disaat meresmikan gedung Rumah 
Pendidikan Negara, akan tetapi baru resmi pada tanggal 27 April 
1964 melalui amanat presiden. 
 
Pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang 
yang berstatus tahanan dan narapidana untuk dibangun agar bangkit 
menjadi seseorang yang baik.Oleh karena itu, yang perlu dibina adalah 
pribadi dan budi pekerti tahanan dan narapidana agar membangkitkan 
kembali rasa percaya dirinya dan dapat mengembangkan fungsi sosialnya 
dengan rasa bertanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan 
masyarakat.Jadi, pembinaan sangat memerlukan dukungan dan 
keikutsertaan masyarakat.Bantuan tersebut dapat dilihat dari sikap positif 
masyarakat untuk menerima mereka kembali di masyarakat. 
1. Wujud Pembinaan 
Wujud pembinaan warga binaan meliputi: 
a. Pendidikan umum 
b. Pendidikan keterampilan 
c. Pendidikan mental, spiritual dan agama 
d. Sosial budaya, kunjungan keluarga, seni music dan lain-lain 
e. Kegiatan rekreasi (olahraga, hiburan segar dan membaca) 
Pembinaan yang dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan atau 
Rumah Tahanan Negara (Rutan) berupa asimilasi, pembebasan 
bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat yang diberikan kepada 
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narapidana yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan membaurkan 
mereka ke dalam kehidupan masyarakat  (reintegrasi sosial). 
2. Proses Pembinaan 
Empat tahapan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan: 
a. Tahap pertama : pada tahap ini dilakukan penelitian terhadap 
narapidana untuk mengetahui informasi yang diperlukan. 
b. Tahap kedua : bilamana proses pembinaan telah berjalan 
selama sepertiga dari masa pidananya dan menurut Dewan 
Pembina Pemasyarakatan sudah terdapat kemajuan (insyaf, 
disiplin, dan patut terhadap peraturan tata tertib) maka yang 
bersangkutan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan dengan 
sistem keamanan yang medium, dengan kebebasan yang lebih 
banyak. 
c. Tahap ketiga : bilamana proses pembinaan terhadap 
narapidana telah berlangsung lama ½ (satu per dua) dari masa 
pidananya dan menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan telah 
terdapat cukup kemajuan, baik secara fisik, mental maupun 
keterampilannya maka dapat diadakan asimilasi dengan 
masyarakat luas. 
d. Tahap keempat : bilamana proses pembinaannya telah 
berlangsung selama 2/3 (dua per tiga) masa pidananya atau 
sekurang-kurangnya 9 (Sembilan ) bulan, maka kepada yang 
bersangkutan dapat diberikan lepas bersyarat dan cuti 
menjelang bebas atas usul Dewan Pembina Pemasyarakatan. 
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F. Pengertian, Dasar Hukum dan Tujuan Asimilasi Narapidana 
Sebelum membahas pengertian asimilasi narapidana, terlebih 
dahulu akan dibahas pengertian asimilasi dari tinjauan sosiologi, yakni 
sebagai berikut: 
Asimilasi adalah proses dua kebudayaan atau unsur-unsur      
kebudayaan yang berbeda dengan lama kelamaan berkembang 
sehingga menjadi corak, kebudayaan yang satu diresapi oleh yang 
lain, dan sebaliknya cita-cita, tujuan, sikap, nilai, lama-kelamaan 
dileburkan atau berkembang bersama melahirkan suatu yang baru 
atau kombinasi dari unsur yang berbeda tadi. 
 
Asimilasi narapidana dapat dilakukan oleh individu maupun secara 
kelompok dalam kegiatan yang ada di dalam lingkungan masyarakat, 
sebagaimana dikemukakan oleh J.B.C.F. Mayor Polak (Ismael Saleh, 
1997:23)  yakni: 
Asimilasi adalah suatu proses yang terjadi dimana-mana saja dan 
diadakan terus menerus baik antara kelompok maupun antara 
individu. Bangsa Indonesia sekarang mengalami suatu proses 
asimilasi yang amat pesat dan beraneka ragam. 
 
Asimilasi terjadi antara kebudayaan daerah, antara tradisi dan 
kebudayaan modern, antara pria dan wanita, antara tua dan muda, antara 
mayoritas dan minoritas, dan lain sebagainya. 
Pendapat ini diamini juga oleh R. Achmad S. yang mengatakan 
bahwa: 
Asimilasi narapidana dapat dilakukan di tengah-tengah masyarakat 
secara terus menerusbaik dalam bentuk kelompok maupun 
individu, karena kehidupan narapidana di dalam lembaga 
pemasyarakatan berbeda dengan kehidupan lingkungan 
masyarakat di luar lembaga pemasyarakatan. 
 
Hal ini sangat penting karena setelah narapidana selesai menjalani 
masa pidananya akan hidup di tengah-tengah masyarakat, sehingga 
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narapidana dalam tahap pembinaannya tidak boleh dipisahkan atau 
diasingkan dari masyarakat, karena pengasingan narapidana dari 
lingkungan masyarakat akan berakibat terjadinya jurang pemisah antara 
narapidana dengan masyarakat. 
Dari pengertian ini, jika dihubungkan dengan asimilasi narapidana, 
dapat disimpulkan bahwa narapidana sebagai subjek diharapkan dapat 
meresapi kebudayaan dalam masyarakat dan dapat meleburkan diri dan 
berkembang bersama masyarakat tanpa merasa dikucilkan dengan status 
hukumnya. 
Selanjutnya penulis akan membahas pengertian narapidana 
sebelum menguraikan pengertian asimilasi narapidana. 
Narapidana menurut Baharuddin Soerjobroto adalah: 
Warga masyarakat yang telah melakukan suatu tindak pidana atau 
bertingkah laku berbahaya untuk keamanan, keamanan orang lain, 
yang oleh hakim dijatuhi pidana/ tindakan dan diserahkan kepada 
pemerintah Cq. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan untuk 
melaksanakan keputusan tersebut. 
 
Dari uraian pengertian asimilasi dan narapidana, dapat disimpulkan 
bahwa asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana 
dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan 
masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai 
menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat 
diterima kembali oleh masyarakat. Seperti halnya menurut Ismael Saleh, 
bahwa asimilasi adalah: 
Proses pembinaan narapidana yang dilaksanakan dengan 
membaurkan narapaidana di dalam kehidupan masyarakat. 
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Sedangkan pengertian asimlasi (narapidana) menurut pasal 1 butir 
9 bab I Ketentuan Umum PP No. 31 Th. 1999 tentang Pembinaan dan 
Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah: 
Proses pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan 
yang dilaksanakan dengan membaurkan Narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat. 
Beberapa peraturan perihal asimilasi narapidana yang menjadi 
dasar hukum berlakunya asimilasi narapidana adalah sebagai berikut: 
1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang 
Pemasyarakatan; 
2)  Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan; 
3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang 
Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan 
Pemasyarakatan; 
4) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerja 
Sama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga 
Binaan Pemasyarakatan; 
5) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor 
M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas. 
Tujuan dari program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti 
menjelang bebas menurut pasal 6 Keputusan Menteri Kehakiman 
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Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, 
Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas adalah: 
a. membangkitkan motivasi atau dorongan pada diri narapidana 
dan Anak Didik Pemasyarakatan kearah pencapaian tujuan 
pembinaan; 
b. memberi kesempatan bagi narapidana dan Anak Didik 
Pemasyarakatan untuk pendidikan dan keterampilan guna 
mempersiapkan diri hidup mandiri ditengah masyarakat setelah 
bebas menjalani pidana; 
c. mendorong masyarakat untuk berperan serta secara aktif 
dalam penyelenggaraan pemasyarakatan. 
 
G. Bentuk Kegiatan Asimilasi Narapidana 
Dalam pasal 14 Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 
Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan 
Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas, Asimilasi dapat dilaksanakan 
dengan kegiatan di luar Lembaga Pemasyarakatan yang pelaksanaannya 
berada di luar lembaga, yakni sudah berada di tengah-tengah masyarakat. 
Asimilasi ini dapat menjadi tolak ukur keberhasilan yang dilaksanakan oleh 
pihak Lembaga Pemasyarakatan, karena sebagai proses peningkatan 
pembinaan yang berdasarkan evaluasi program pembinaan sebelumnya 
serta telah melalui penilaian-penilaian tertentu dan telah memenuhi 
persyaratan yang dinyatakan oleh sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan 
(TPP). 
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Bentuk-bentuk asimilasi di luar Lembaga Pemasyarakatan berupa: 
1) bekerja pada pihak ketiga baik instansi pemerintah, 
swasta ataupun perorangan. 
Dalam kegiatan ini, pengawalan narapidana secara minimum 
security yakni petugas mengawal dengan pakaian biasa 
sewaktu narapidana berangkat kerja dan menjemputnya untuk 
kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan. 
Asimilasi dengan pihak ketiga dapat memupuk kepercayaan diri 
narapidana untuk hidup di tengah-tengah masyarakat 
danmendapatkan kepercayaan masyarakat kembali serta dapat 
menjadi suatu kemajuan berarti yang dilakukan Lembaga 
Pemasyarakatan; 
2) bekerja mandiri, misalnya menjadi tukang cukur, binatu, 
bengkel, tukang memperbaiki radio dan lain sebagainya. 
Asimilasi ini diberikan kepada narapidana yang mempunyai 
keahlian atau keterampilan tertentu; 
3) bekerja pada LAPAS Terbuka dengan tahap security minimum. 
a. mengikuti pendidikan, bimbingan dan latihan keterampilan 
diluar       LAPAS 
b. mengikuti kegiatan sosial dan kegiatan pembinaan lainnya 
seperti: 
1) kerja bakti bersama dengan masyarakat; 
2) berolahraga bersama dengan masyarakat; 
3) mengikuti upacara atau peragaan ketrampilan bersama 
dengan masyarakat. 
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H. Syarat-Syarat Asimilasi Narapidana 
Narapidana dapat diberi asimilasi, pembebasan bersyarat atau cuti 
menjelang bebas, apabila memenuhi persyaratan substantif dan 
administratif sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 7 dan pasal 8 
Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 
Tahun 1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti 
Menjelang Bebas. 
Persyaratan substantif yang harus dipenuhi narapidana adalah: 
a. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan 
yang menyebabkan dijatuhi pidana; 
b. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang 
positif; 
c. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan tekun 
dan     bersemangat;                        
d. Masyarakat yang telah menerima program kegiatan pembinaan 
narapidana yang bersangkutan; 
e. Selama menjalankan pidana, narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan tidak pernah mendapat hukuman disiplin 
sekurang-kurangnya dalam waktu 9 (sembilan) bulan terakhir; 
f. Untuk asimilasi, narapidana telah menjalani 1/2 dari masa 
pidana, setelah dikurangi masa tahanan dan remisi, dihitung 




Untuk persyaratan administaratif berupa: 
a. Salinan putusan pengadilan (ekstrak vonis); 
b. Surat keterangan asli dari kejaksaan bahwa narapidana yang 
bersangkutan tidak mempunyai perkara atau tersangkut dengan 
tindak pidana lainnya; 
c. Laporan penelitian kemasyarakatan (litmas) dari BAPAS tentang 
pihak keluarga yang akan menerima narapidana, keadaan 
masyarakat sekitarnya dan pihak lain yang ada hubungannya 
dengan narapidana; 
d. Salinan (daftar huruf F) daftar yang memuat tentang 
pelanggaran tata tertib yang dilakukan narapidana selama 
menjalankan masa pidana dari Kepala Lembaga 
Pemasyarakatan (Kepala LAPAS); 
e. Salinan daftar perubahan atau pengurangan masa pidana, 
seperti grasi, remisi dan lain-lain dari Kepala LAPAS; 
f. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima 
narapidana, seperti pihak keluarga, sekolah, Instansi 
Pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh Pemerintah 
Daerah setempat serendah-rendahnya lurah atau kepala desa; 
g. Surat keterangan kesehatan dari psikolog atau dari dokter 
bahwa narapidana sehat baik jasmani maupun jiwanya dan 
apabila di Lapas tidak ada psikolog dan dokter, maka surat 
keterangan dapat dinyatakan oleh dokter Puskesmas atau 
Rumah Sakit Umum; 
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h. Bagi narapidana asing diperlukan syarat tambahan yaitu surat 
keterangan sanggup menjamin dari Kedutaan Besar/ Konsulat 
negara asing orang yang bersangkutan dan surat rekomendasi 
dari Kepala Kantor Imigrasi setempat. 
Selain syarat-syarat diatas, maka diperlukan kesediaan dari 
seseorang atau badan atau lembaga yang memberikan jaminan secara 
tertulis diatas materai. 
Asimilasi tidak diberikan kepada narapidana yang kemungkinan 
akan terancam jiwanya, diduga akan melakukan tindak pidana lagi, 
sedang menjalani pidana penjara seumur hidup. 
 
I. Pengawasan, Pencabutan Izin  dan Pemberian Sanksi Bagi 
Pelanggar Ketentuan Asimilasi Narapidana 
Untuk pengawasan narapidana atau anak didik pemasyarakatan 
yang sedang melaksanakan asimilasi untuk kegiatan pendidikan, 
bimbingan agama dan kegiatan sosial LAPAS dilaksanakan secara 
tertutup oleh petugas LAPAS yang berpakaian dinas, sedangkan untuk 
narapidana yang asimilasi kerja diluar LAPAS pengawasannya 
dilaksanakan oleh petugas LAPAS dengan memberitahukan kepada pihak 
kepolisian, pemerintah daerah, dan hakim wasmat setempat (Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 
1999 Tentang Asimilasi, Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang 
Bebas pasal 21), untuk warga negara asing, asimilasi narapidana 
mengikutsertakan kantor imigrasi setempat (KepMen Kehakiman Nomor. 
M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 25). Seterusnya Kepala LAPAS 
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berkewajiban melakukan evaluasi perihal pelaksanaan asimilasi, 
melaporkan tentang pelaksanaan dan hasil evaluasi, memelihara data 
pelaksanaan asimilasi kepada Kantor Wilayah Departemen Kehakiman 
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan (Keputusan 
Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01. PK.04.10 Tahun 
1999 pasal 26-27). 
Alasan asimilasi dapat dicabut apabila (KepMen Kehakiman 
Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 29): 
a. Malas bekerja; 
b. Mengulangi tindak pidana; 
c. Menimbulkan keresahan dalam masyarakat; 
d. Melanggar ketentuan mengenai pelaksanaan asimilasi. 
Apabila alasan pencabutan asimilasi disebabkan karena 
narapidana melakukan tindak pidana, Kepala LAPAS melaporkan kepada 
Kepolisian dengan tembusan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen 
Kehakiman dan Direktur Jenderal Pemasyarakatan (KepMen Kehakiman 
Nomor. M.01. PK.04.10 Tahun 1999 pasal 32). 
Sanksi yang diberikan untuk narapidana yang telah dicabut izin 
asimilasinya antara lain: 
a. Untuk tahun pertama setelah dilakukan pencabutan tidak dapat 
diberikan remisi; dan 
b. Untuk pencabutan kedua kalinya selama menjalani masa 






A. Lokasi Penelitian 
Untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan objek penelitian 
yang Penulis kaji, maka Penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten 
Maros, tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros. 
 
B. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data dilakukan dengan cara: 
1. Observasi, yaitu suatu bentuk penelitian dengan mengadakan 
pengamatan langsung pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II 
A Maros. 
2. Wawancara (interview), yaitu melakukan tanya jawab langsung, 
wawancara ini ditujukan kepada petugas Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros khususnya yang menangani 
bidang Pengembangan Diri. 
3. Studi Kepustakaan (Library Research) 
Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara mempelajari 
dokumen-dokumen atau bahan-bahan pustaka, seperti buku-
buku, literature-literatur dan jurnal ilmiah serta makalah seminar 






C. Jenis dan Sumber Data 
Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 
kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari: 
1. Data primer, yaitu data yang diperoleh dengan mengadakan 
pengamatan, wawancara langsung dengan para petugas 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros terkait dengan 
pelaksanaan asimilasi narapidana. 
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bentuk laporan 
dan bahan dokumen tertulis lainnya seperti Undang-Undang, 
arsip data dari Lembaga Pemasyarkatan Klas II A Maros dan 
bahan-bahan lain yang berhubungan dengan pembahasan 
dalam penelitian mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana. 
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih 
dahulu kemudian secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu 
menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan 
permasalahan yang erat kaitannya dengan penenlitian ini, kemudian 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana dalam Tahap Asimilasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
Berdasar pada prinsip pemasyarakatan yakni selama narapidana 
menjalani pidana penjara, maka si narapidana tersebut tidak boleh 
kehilangan kontak dengan masyarakat dan harus diberi peluang agar bisa 
bersosialisasi dengan masyarakat, maka dengan adanya proses asimilasi 
yang merupakan proses untuk membaurkan narapidana ke dalam 
lingkungan masyarakat agar narapidana tersebut merasakan kehidupan 
yang normal sehingga dapat berinteraksi secara wajar sebagaimana 
mestinya. 
Pelaksanaan asimilasi dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. 
Lembaga Pemasyarakatan yang disingkat dengan LAPAS merupakan 
tempat untuk melakukan pembimbingan terhadap Warga Binaan 
Pemasyarakatan di Indonesia. Lembaga Pemasyarakatan berada 
langsung dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian 
Hukum dan HAM. 
Pada Lembaga Pemasyarakatan tak hanya dihuni oleh narapidana 
tetapi adapula warga binaan pemasyarakatan yang masih berstatus 
tahanan, orang tersebut masih dalam proses peradilan dan belum 
mempunyai putusan tetap dari hakim. 
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Penulis melakukan penelitian tentang pelaksanaan asimilasi di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros yang berlokasi di Jalan Raya 
Kariango No. 98 Mandai Maros. Dalam melaksanakan tugas pembinaan 
warga binaan pemasyarakatan sehari-hari, Lapas Klas II A Maros 
didukung oleh 70 orang pegawai yang terdiri dari 63 orang pegawai laki-
laki dan 7 pegawai orang perempuan. 
Adapun Visi dan Misi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
antara lain: 
VISI : 
Pulihnya hubungan hidup, kehidupan dan penghidupan Warga 
Binaan Pemasyarakatan sebagai individu, anggota masyarakat dan 
Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. 
MISI: 
Melaksanakan perawatan tahanan, pembinaan dan bimbingan 
Warga Binaan Pemasyarakatan serta  mengelola Barang Sitaan 
Negara dalam rangka penegakan hukum, pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan serta pemajuan dan perlindungan Hak 
Asasi Manusia. 
Selain visi dan misi diatas terdapat pula prinsip pemasyarakatan 
yang dijadikan dasar untuk bimbingan dan pembinaan Warga Binaan 
Pemasyarakatan. Adapun prinsip pemasyarakatan tersebut antara lain: 
1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan 
perannya sebagai warga negara Indonesia seutuhnya. 
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2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari oleh latar belakang 
pembalasan. 
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. 
4. Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau 
lebih jahat daripada sebelum djatuhi pidana. 
5. Selama kehilangan (dibatasi) kemerdekaan bergeraknya, 
mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. 
6. Pekerjaan yang diberikan kepadanya tidak boleh bersifat pengisi 
waktu belaka. 
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepadanya harus 
berdasarkan Pancasila. 
8. Mereka bagai orang sakit yang perlu diobati agar menjadi sadar 
dan sembuh. 
9. Mereka hanya dijatuhi pidana berupa membatasi 
kemerdekaannya bergerak dalam jangka waktu tertentu. 
10. Untuk pembinaan dan bimbingan, maka disediakan sarana dan 
prasarana yang memadai. 
Berdasarkan data yang Penulis peroleh sampai dengan bulan 
September 2014 terdapat 188 orang penghuni Lembaga Pemasyarakatan 







Daftar Isi Lapas Klas II A Maros 
 
Tanggal  : 30 September 2014 
Daya Muat : 202 orang 
 












































JUMLAH 142 7 149 








 JUMLAH TOTAL 177 11 188 
Sumber : Sub. Si. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kals II A Maros 
 
Keterangan: 
 A I : Tahanan Polisi 
A II : Tahanan Jaksa 
A III : Tahanan Pengadilan 
A IV : Tahanan Pengadilan Tinggi 
A V : Tahanan Kasasi 
B I  : Pidana diatas 1 tahun 
B IIa : Pidana 3 bulan sampai dengan 1 tahun 
B IIb : Pidana 1 hari sampai dengan 2 bulan 29 hari 
B IIIs : Pidana kurungan pengganti denda (subsider) 
SH : Pidana seumur hidup 
 
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah penghuni Lapas 
sebanyak 188 orang masih sesuai dengan daya tampung Lapas sebesar 
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202 orang sehingga masih memberi ruang gerak untuk Warga Binaan 
Pemasyarakatan. 
Selanjutnya pada tabel II dibawah ini ditunjukkan pengelompokan 
usia Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Klas II 
A Maros yaitu sebagai berikut: 
Tabel II 
Pengelompokan WBP berdasarkan umur 
No. Umur  Warga Binaan Pemasyarakatan Jumlah 
1. 17 tahun kebawah 9 orang 
2. 18 tahun sampai dengan 20 tahun        32 orang 
3. 21 tahun keatas      147 orang 
 Jumlah Total      188 orang 
Sumber: sub. Si. Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa mayoritas dari 
Warga Binaan Pemasyarakatan termasuk dalam usia produktif, oleh 
sebab itu dibutuhkan peran penting dari petugas Lapas dalam proses 
pembinaan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan agar 
mereka menyadari kesalahannya, tidak mengulangi tindak pidana, dapat 
hidup mandiri, menjadi manusia yang baik dan berguna ditengah 
masyarakat apabila mereka telah bebas. 
Tahapan proses pemasyarakatan yang diatur dalam Peraturan 
pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan 
dan Pembimbingan warga Binaan Pemasyarakatan dalam Pasal 7 
menentukan bahwa: 
1. Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap 
pembinaan; 
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2. Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 (satu) 
terdiri dari 3 (tiga) tahap yaitu ; 
a. Tahap awal; 
b. Tahap lanjutan, dan 
c. Tahap akhir. 
3. Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain, ditetapkan 
melalui sidang tim pengamat pemasyarakatan berdasarkan data 
Pembina pemasyarakatan, pengaman pemasyarakatan, 
pembimbing kemasyarakatan dan wali narapidana. 
4. Data sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 (tiga), merupakan hasil 
pengamatan, penilaian dan laporan terhadap pelaksanaan 
pembinaan. 
Dalam tahap awal menjalankan proses pembinaan terhadap 
narapidana, petugas pemasyarakatan melakukan admisi dan orientasi, 
serta pembinaan kepribadian yaitu petugas Lapas melakukan 
pengamatan,pengenalan, dan penelitian lingkungan paling lama 1 (satu) 
bulan. Petugas kemasyarakatan melakukan pembinaan terhadap 
kepribadian narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan saat bersangkutan 
berstatus sebagai narapidana sampai dengan 1/3 (satu per tiga) masa 
pidananya. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana berupa 
pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan 
bernegara, pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan 
Pembinaan kesadaran hukum. Pada tahap ini pembinaan dilakukan dalam 
lembaga pemasyarakatan dengan pengawasan maksimum. 
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Jika selama menjalankan masa admisi orientasi itu seorang narapidana 
melakukan suatu pelanggaran hukum, maka setelah menerima laporan 
tertulis dari wali narapidana, kepala lembaga pemasyarakatan dapat 
memerintahkan : 
1. Untuk mengamankan dan menempatkan narapidana yang 
bersangkutan dalam sebuah sel khusus; 
2. Kepada bagian keamanan lembaga pemasyarakatan untuk 
melakukan pemeriksaan terhadap narapidana yang bersangkutan 
dan menuangkan hasilnya dalam sebuah berita acara. 
Selanjutnya pada tahap lanjutan, setelah narapidana menjalani 1/3 
(satu per tiga) sampai 1/2 (satu per dua) masa pidana, dilakukan 
pembinaan kepribadian lanjutan. Program pembinaan ini merupakan 
lanjutan pembinaan kepribadian pada tahap awal. Narapidana juga 
diberikan pembinaan kemandirian berupa keterampilan untuk mendukung 
usaha-usaha mandiri, keterampilan untuk mendukung usaha-usaha 
industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya 
masing-masing dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri/ 
pertanian/ perkebunan dengan teknologi madya/tinggi. Apabila narapidana 
tersebut dianggap sudah mencapai cukup kemajuan maka kepada 
narapidana yang bersangkutan diberikan kebebasan yang lebih banyak 
dan ditempatkan pada Lembaga Pemasyarakatan dalam pengawasan 
yang menegah (medium security).  
Selanjutnya setelah narapidana mempunyai perkembangan yang 
baik dan menjalani 1/2 (satu per dua) sampai 2/3 (dua per tiga) dari masa 
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pidana, maka wadah prose pembinaan diperluas dengan asimilasi yang 
pelaksanaannya terdiri dari 2 (dua) bagian yaitu yang pertama, waktunya 
dimulai  sejak berakhirnya tahap awal sampai dengan 1/2 (satu per dua) 
dari masa pidananya. Pada tahap ini pembinaan masih dilaksanakan 
dalam Lapas dalam pengawasan menengah. Tahap kedua dimulai sejak 
berakhirnya masa lanjutan pertama sampai dengan 2/3 (dua per tiga) 
masa pidananya. Dalam tahap lanjutan ini narapidana sudah memasuki 
tahap asimilasi dan selanjutnya dapat diusulkan diberikan Pembebasan 
Bersyarat atau Cuti Menjelang Bebas dengan pengawasan minimum. 
Pada tahap akhir, setelah proses pembinaan telah berjalan selama 
2/3 (dua per tiga) masa pidana maka pembinaan dalam tahap ini 
memasuki pembinaan tahap akhir. Pembinaan tahap akhir ini yaitu berupa 
kegiatan perencanaan dan pelaksanaan program integrasi yang dimulai 
sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan selesainya masa pidana. 
Pada tahap ini, bagi narapidana yang memenuhi syarat diberikan Cuti 
Menjelang Bebas, atau Pembebasan Bersyarat. Pembinaan dilakukan 
diluar Lembaga Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Balai 
Pemasyarakatan (Bapas). 
Dalam Pasal 5 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 
M.02.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan 
Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti 
Bersyarat ditentukan syarat-syarat bagi narapidana dan anak pidana 
untuk dapat diberikan asimilasi, PB, CMB dan CB apabila sudah 
memenuhi persyaratan substantif dan administratif. 
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Kemudian pada Pasal 6 dalam Peraturan diatas, persyaratan 
substantif yang harus dipenuhi narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 yaitu : 
1. Telah menunjukkan penyesalan dan kesadaran atas kesalahannya; 
2. Telah menunjukkan perkembangan budi pekerti dan moral yang 
positif; 
3. Berhasil mengikuti program kegiatan pembinaan dengan rajin; 
4. Masyarakat telah dapat menerima program kegiatan pembinaan 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang bersangkutan; 
5. Selama menjalani pidana narapidana atau anak pidana tidak 
pernah mendapatkan hukuman disipllin untuk: 
a. Asimilasi sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan 
terakhir; 
b. Pembebasan Bersyarat dan Cuti Menjelang Bebas sekurang-
kurangnya dalam waktu 9 (Sembilan) bulan terakhir; 
c. Cuti Bersyarat sekurang-kurangnya dalam waktu 6 (enam) bulan 
terakhir. 
6. Masa pidana yang telah dijalani untuk: 
a. Asimilasi, 1/2 (setengah) dari masa pidananya; 
b. Pembebasan Bersyarat, 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya, 
dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak 
kurang dari 9 (sembilan) bulan; 
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c. Cuti Menjelang Bebas, 2/3 (dua per tiga) dari masa pidananya 
dan jangka waktu cuti sama dengan remisi terakhir paling lama 
6 (enam) bulan;   
d. Cuti Bersyarat, 6 bulan dari masa pidananya yang telah dijalani 
dan jangka waktu cuti paling lama 3 (tiga) bulan dengan 
ketentuan pemberian Cuti Bersyarat hanya yang mendapat 
pidana 6 bulan lebih sampai dengan 1 tahun, apabila selama 
menjalani cuti melakukan tindak pidana baru maka selama 
diluar Lapas tidak dihitung sebagai masa menjalani pidana; 
Selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan diatas, Persyaratan 
administrasi yang harus dipenuhi bagi narapidana atau anak didik 
pemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu: 
1. Salinan Putusan Pengadilan (ekstrak vonis)dan eksekusi dari 
Kejaksaan; 
2. Laporan penelitian kemasyarakatan yang dibuat oleh Pembimbing 
Kemasyarakatan atau laporan perkembangan narapidana dan anak 
didik pemasyarakatan yang dibuat oleh Wali Pemasyarakatan; 
3. Surat pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang rencana 
pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas dan Cuti Bersyarat terhadap narapidana dan anak didik 
pemasyarakatan yang bersangkutan; 
4. Salinan register F (daftar yang memuat tentang pelanggaran tata 
tertib yang dilakukan narapidana dan anak didik pemasyarakatan 
selama menjalani masa pidana) dari Kepala Lapas. Salinan daftar 
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perubahan atau pengurangan masa pidana, seperti grasi, remisi 
dan lain-lain; 
5. Surat pernyataan kesanggupan dari pihak yang akan menerima 
narapidana dan anak didik pemasyarakatan seperti keluarga, 
sekolah, instansi pemerintah atau swasta dengan diketahui oleh 
pemerintah daerah serendah-rendahnya Lurah atau Kepala Desa. 
Untuk program asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Maros, apabila syarat substantif dan syarat administratif diatas sudah 
dipenuhi maka narapidana yang bersangkutan dapat mengajukan 
permohonan untuk melakukan asimilasi ke bagian Bimbingan 
Pemasyarakatan (Bimaswat), yang nantinya setelah diadakan sidang oleh 
Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP), Kepala Lembaga Pemasyarakatan 
dapat meneruskan usulan asimilasi tersebut kepada Kepala Kantor 
Wilayah Hukum dan HAM Makassar. Dari Kepala Kantor Wilayah Hukum 
dan HAM inilah nantinya yang akan memutuskan diterima atau ditolaknya 
usulan permohonan asimilasi narapidana bersangkutan. Apabila nantinya 
diterima maka usulan tersebut akan diteruskan kepada Menteri Hukum 
dan HAM guna mendapatkan persetujuan dan jika mendapatkan 
persetujuan maka narapidana dapat melaksanakan asimilasi.  
Bentuk kegiatan asimilasi yang dilakukan selama Januari - 
September 2014 di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A  Maros antara 
lain: Pelatihan Perbengkelan Luar Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan 
Bercocok Tanam Luar Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan Peternakan 
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Luar Lembaga Pemasyarakatan, Pelatihan Pertukangan Mebel Lembaga 
Pemasyarakatan dan lain-lain.  
Bertolak dari syarat dan tata cara berasimilasi, Penulis melakukan 
penelitian terhadap 3 (tiga) orang narapidana dari 12 (dua belas) orang 
yang mengikuti program asimilasi sebagai sampling. 
Berdasarkan usul Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klas II A Maros 
Nomor 147/TPP/LPM/2013. Berikut narapidana yang mendapatkan 
asimilasi pada tahun 2014 : 
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Pelaksanaan asimilasi pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
Maros seluruhnya dilakukan di lingkungan Lapas yang wewenangnya 
berada ditangan Kepala Lembaga Pemasyarakatan setelah mendapat 
pertimbangan dari Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Setiap 
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narapidana yang mengikuti proses asimilasi didampingi oleh seorang 
petugas Lapas yang bertugas mengawasi aktivitas narapidana selama 
berasimilasi, petugas tersebut nantinya akan membuat laporan 
pengawasannya yang akan diberikan ke Pihak Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros. Atas laporan inilah pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas 
II A Maros atas nama Menteri Hukum dan HAM akan memutuskan apakah 
narapidana yang bersangkutan berhak melanjutkan asimilasinya atau 
bahkan asimilasinya akan dicabut. 
Narapidana yang berasimilasi biasanya memulai kegiatannya pada 
pukul 08.30 pagi sampai 11.30 siang setelah itu narapidana tersebut akan 
kembali ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros untuk makan 
siang kemudian melanjutkan kegiatannya pada pukul 13.00 hingga 16.00 
sore.  
Pada umumnya narapidana yang berasimilasi memiliki keahlian 
khusus sesuai dengan bentuk asimilasi yang mereka jalani sehingga 
mereka tidak memerlukan lagi bimbingan kerja khusus dari pihak Lapas. 
Hasil karya dari narapidana yang berasimilasi biasanya dipasarkan 
kepada masyarakat sekitar Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
tetapi ada juga pegunjung narapidana yang biasa berminat untuk membeli 
hasil karya narapidana tersebut. Hasil penjualannya nantinya akan dibagi 
5% untuk narapidana dan selebihnya untuk negara melalui Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros.  
Bimbingan kerja untuk Warga Binaan Pemasyarakatan juga 
menjadi salah satu program pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A 
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Maros bertujuan untuk pelatihan kerja dan mengisi waktu luang. Sehingga 
diharapkan setelah narapidana bebas nantinya mereka dapat hidup 
mandiri dengan keahlian yang dibekali selama dalam Lapas. 
 
B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan Asimilasi Narapidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasubsi Registrasi D. 
Manambung S.Sos (pada tanggal 1 Oktober 2014), beberapa kendala 
dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana Lapas Klas II A Maros, 
sebagai berikut : 
1. Masyarakat 
Peranan masyarakat dalam pelaksanaan hak-hak narapidana sangat 
penting demi terwujudnya pelaksanaan hak tersebut. Masyarakat 
menjadi salah satu wadah untuk mengembalikan narapidana dalam 
kehidupan bermasyarakat melalui proses asimilasi. Namun kadang 
kala tidak sesuai harapan karena masyarakat takut dan khawatir 
dengan kehadiran narapidana ke lingkungan masyarakat. 
Kekhawatiran tersebut apabila narapidana melakukan tindak pidana 
lagi atau membuat kekacauan ditengah masyarakat. Hal tersebut 
juga berdampak secara psikologis terhadap narapidana karena 
merasa tertekan oleh pandangan masyarakat terhadap mereka 




2. Lamanya proses memperoleh izin asimilasi 
Proses mendapatkan izin asimilasi  yang membutuhkan waktu cukup 
lama membuat narapidana menunggu lama. Sehingga narapidana 
yang telah menjalani 2/3 masa pidananya memilih pembebasan 
bersyarat dibanding asimilasi. 
3. Kurangnya dana yang ada untuk sarana dan prasarana kerja 
Dana yang dialokasikan sangat sedikit untuk keperluan pelatihan 
kerja sehingga jauh dari memuaskan juga keterbatasan jumlah 
bahan baku yang akan diolah di bengkel kerja. Padahal dengan 
tersedianya fasilitas kerja di bengkel kerja Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros diharapkan agar pelaksanaan asimilasi kerja dapat 
terwujud dengan baik dan narapidana dapat melakukan 
pekerjaannya dengan terampil dan tekun sehingga mencerminkan 
keberhasilan dalam proses asimilasi oleh Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros. 
4. Belum adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam pelaksanaan 
asimilasi kerja 
Asimilasi kerja dengan pihak ketiga menjadi salah satu bentuk 
asimilasi yang paling potensial untuk membantu narapidana yang 
ingin berasimilasi. Namun hingga saat ini belum ada pihak ketiga 
yang berminat bekerjasama dengan pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros, hal ini terjadi karena pihak ketiga 
tersebut merasa takut menggunakan tenaga narapidana ataupun 
pihak ketiga tidak ingin repot membuat perjanjian kerja dengan pihak 
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Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros. Padahal Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros dihuni oleh kebanyakan orang-
orang dengan usia produktif. 
 
C. Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Kendala yang Muncul 
dalam Pelaksanaan Asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas II A Maros 
1. Mengusahakan penambahan anggaran dan penjualan produk 
bimbingan kerja 
Karena terbatasnya dana untuk program bimbingan kerja maka 
pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros mengajukan 
permohonan penambahan anggaran kepada Kementerian Hukum 
dan HAM selain itu pihak Lapas juga mengupayakan penjualan 
produk bimbingan kerja secara maksimal karena hasil dari 
penjualan produk bimbingan kerja tersebut nantinya akan 
dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan  produk baku yang 
akan digunakan di bengkel kerja guna mendukung kesuksesan 
program asimilasi. 
2. Menjalin kerjasama dengan pihak luar  
Hingga saat ini pihak Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
masih mengupayakan untuk kerjasama dengan pihak ketiga yang 
bisa mempekerjakan narapidana untuk asimilasi kerja. Mereka 
berusaha meyakinkan pihak ketiga bahwa narapidana yang akan 
berasimilasi mempunyai keahlian dan keterampilan di bidangnya 
51 
masing-masing dan telah memperoleh bimbingan dan pembinaan 
sebelumnya serta menunjukkan perkembangan budi pekerti, 
kesadaran diri dan moral yang postif selama berada di Lapas. Hal 
tersebut guna meminimalisir rasa khawatir dari pihak yang akan 
menerima asimilasi kerja narapidana yang masih beranggapan 
bahwa narapidana akan menimbulkan keresahan dalam 
lingkungan masyarakat atau mengulangi tindak pidana lagi.  
3. Mencarikan alternatif jalan keluar untuk prosedural izin asimilasi 
Alternatif yang dapat diberikan oleh pihak Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros untuk memudahkan proses 
pengajuan izin asimilasi narapaidana yaitu dengan memberikan 
contoh surat-surat yang diperlukan oleh narapidana untuk 
kelengkapan berkas pengajuan izin asimilasi. Dengan adanya 
contoh tersebut diharapkan narapidana pemohon asimilasi 
ataupun pihak ketiga yang nantinya bersedia menerima asimilasi 
kerja narapidana dapat lebih mudah dalam proses penyusunan 
kelengkapan berkas yang diperlukan. 
4. Mengadakan berbagai kegiatan sosial, jasmani dan rohani untuk 
menghilangkan stigma negatif masyarakat terhadap narapidana. 
Dengan mengikutsertakan narapidana dalam berbagai acara atau 
kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat disekitar lingkungan 
Lapas diharapkan dapat memupuk rasa saling percaya antara 
masyarakat dan narapidana. Masyarakat juga diharapkan dapat 
menghilangkan stigma negatif terhadap narapidana, sehingga 
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dapat memotivasi narapidana agar mau berusaha dan bekerja 
serta meningkatkan keterampilan selama berada di Lapas dan 
nantinya setelah mereka bebas mereka dapat menjalani 
kehidupan dengan mandiri dan secara layak juga menjadi warga 























Dari uraian bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat menarik 
kesimpulan tentang implementasi pembinaan narapidana dalam tahap 
asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros yaitu : 
1. Pelaksanaan asimilasi bagi narapidana di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros berjalan dengan baik dan 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang 
mengaturnya. Hal tersebut tercermin melalui upaya yang 
dilaksanakan oleh pihak Lapas antara lain dengan memberikan 
bimbingan dan pembinaan terhadap narapidana yagn mengikuti 
asimilasi. 
2. Adapun faktor-faktor penghambat yang dialami oleh Lembaga 
Pemasyarakatan Klas II A Maros dalam pelaksanaan asimilasi 
narapidana antara lain: 
a. Masyarakat masih sulit menerima kehadiran narapidana 
ditengah lingkungan masyarakat. 
b. Lamanya proses pengurusan berkas untuk memperoleh izin 
asimilasi. 
c. Kurangnya sarana dan prasarana yang menunjang 
terlaksananya proses asimilasi narapidana. 
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d. Sulitnya mendapat kepercayaan bekerjasama dengan pihak 
ketiga karena masih besar rasa khawatir terhadap 
narapidana yang ingin berasimilasi kerja diluar Lapas dari 
sisi keamanan dan kemampuan kerja. 
 
B. Saran 
Adapun saran atau usulan yang Penulis coba kemukakan setelah 
mengadakan penelitian pada Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Maros 
antara lain: 
1. Dalam hal pemberian izin asimilasi kepada narapidana 
sebaiknya petugas Lapas lebih memperhatikan keefektifan 
berkas yang dikirim untuk memenuhi hak-hak narapidana agar 
hasilnya efisien tidak banya waktu yang terbuang sehingga tidak 
merugikan narapidana. 
2. Mengadakan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat 
tentang proses reintegrasi sosial yang akan dijalani oleh 
narapidana ditengah masyarakat sehingga dapat merubah 
pandangan masyarakat yang negatif terhadap narapidana yang 
menjalani proses asimilasi. 
3. Dalam upaya peningkatan kwalitas petugas Lapas Klas II A 
Maros, agar dilakukan pelatihan dan pendidikan yang 
diselenggarakan secara professional dan proporsional untuk 
memenuhi kebutuhan di lapangan. Diharapkan supaya 
pengawasan dan bimbingan terhadap Warga Binaan 
Pemasyarakatan dapat berjalan dengan baik. 
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